5 A T -

http://jdin,pemalangkab.go;id/

B

e
w1y
L
e
7, sty
ok
i
i

< LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH/TINGKAT II PEMAIANG v%%
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH "TINGKAT II PEMALANG
_ | ~ NOMOR : B TAHUN 199% g
. - TENTANG - %
g PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA t
DAFRAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT IT PEMALANG
) TAHUN ANGGARAN 1994 / 1995

s 3

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATT KEPALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG

Menimbang

ae

bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae=-
rah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun aAnggar
an 1994/1995 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerak.

Mengingat -: 1, Undang—undang Nomor 13 Tahun 1950 tehtang Pemben =
tukan Daerah-daerah Kawupaten dalam 1ingkungan'qu
pinsi Jawa Tengah juncto Peraturan Pemerintah No -
mor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlaku-
aya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 fentang Susunan-
dan Kedudukan Magells Permusyawaratan Rakyat,Dewan‘

. vPerwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilas Rakyat Dae=

_ rah ( Lembaran Negara Republik Indcnesia Tahun 19; .

69 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik In=
. : denesia Nomor 2915 ) sebagaimana telah diubah Per-
. tama dengan Undang-undang Nomor 5 Takum 1975
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( Lembaran Negara Repsblik Indonesia Tahun 1975 Nomor 39,
Tambshan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3064 ) dan -
Kedua dengan Uﬁdang—undang Nomor 2 Tahun 1985 ( Lembaran Ne-
gara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 2, Tambahan Lembar-
an Negara Republik Indonesia Nomor 3282 ) ; .
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentangvPaxok-pckok Peme -

rintahan di Daerah ( Lembaran Negara Repuelik Indonesia Ta-

hun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone —

sia Nomor 3037 ) ;

4, Peraturan Pemerlntah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan,
Pertanggungaawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ( Lembar-
an Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5, Tambahan -
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomcr - C)

5e Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyu-

.. sunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan -
Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Angga
ran Pendapatan dan Belanja Daerah ( Lembaran Negara Repu =

. tlik Indenesia Thhun 1975 Nomer 6, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomer = ) ; |

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang
Contoh-cogtoh Cara Penyusunan anggaran Pendapatan dax Belqg\/m
ja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Da;rah dan Penyu

‘sﬁnan~Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7 Keputusah Menteri Dalam Negeri Nomor 570=360 Tahun 1981 ten
%ang Program Pembinasn Anggaran Daerah dén Pengendalian Kre
dit Anggaran
| 8. Keputusan « o o+ « « ( 3 )
EL IR
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9.

"~ 10.
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12.

13.

14,

- 3 -
Keputusan Menteri Dalam Negeriomor ‘94 Tahun 1984 tentang Lang
kah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan danBelanja -

Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9031316 Tahun 1985 ten -

tang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Penda
patan dan Belanja Daerah sebagaimana telah disempurnakan dengan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903617 Tahun 1988 ;
Keputusan Menteri Dalam Negerl Nomor 965-1319 Tahun 1985 tton =
tang Penyempurnaan Keputusan ﬁenteri Dalam Negeri Nomor 903-60C3
Tahun 1984 tentané Pelaksahaan Lnggaran Pendapaﬁan dan Belanja
Daerah’ : ,
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903=269 Tahun 1986 tentang
Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah ser
ta Perhitungan Anggéran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9034379 Tahun 1987 tentang
Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pen@apatanf-
dan Belanja Daerah serté Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan -~
Daerah ;3 ) o '
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tentang
Perubahan dan Penycempurnaan Pog 2.2.2.>Kepa1a Daerah meqjadi -
Pos 2.2,2. Kepala ﬁaérah dan Wakil Kepala Daersh ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri meor 9C3~057 Tahun 1988 tentang

Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daergh H

-

15, Peraturan « « » » o o ().
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15. Peraturan Daerah -Kabupaten Daerah Tlngkat IT Pemalang No=-
mor 15 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil
Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupa =
ten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten
. Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 8 Tahun 1991 Seri D No .-
mor 6 ) sebagaimana telah diadakan Perubahan pertama de =
ngan Peraturan Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 3 Tahun
1993 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pema =

lang Nomor 8 Tahun 1993 Seri D Nomor 6 ) ;3 -

16. Pergturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat IT Pemalang No -
" mor 1 Tahun 1994 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daersh Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang  Tahun
Anggaran 1994/1995 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat 1T Pemalang Nomor 1C Tahun 199# Seri D Nomor 5 ) seba-
galmana telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala -
Daerah Tlngkat I Jawa Tengah Nomor 903/132/1994 tanggal -
26 Mei 1994 5
17, Peraturan Daeréh Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang No -
mor 7 Tahun 1994 tentang Penetapan Sisa Perhitungen Angga-
ran Pehdapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Pemélang Tahun 1993/1994 (Lembaran Daerah Kabupaten Dage
rah‘Tingkat II Pemalang Nomor 15 Tahun 199% Seri D Nomor 6),
sekagaimana telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepa-
~ la Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/1075/199% tang -
- gal 22 Nopember 1994 ;
18. Képutuéan Dewan Perwakiién Rakyat Daerah Kaoupaten Daerah
Tingkat II Pemalang Nomor’172.1/03/DPRD/1991“tanggal 21 -

Pebruari 1991 tentang Peraturan Tata Tertidb Dewan Perwakil -
an Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat IT Pemalang.

¥
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Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 983/572/PUOD -
tanggal 19 Pebruari 1994 perihal Pedoman Pe -

" nyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae-

rah Tahun Anggaran 1994 / 1995 ; ;

2e Sirat Keputusan GubernurlkDﬁ.Tingkat‘I Jawa -~ -

Tengah Nomor 9C3/009611 tanggal 12 Maret 1994

) ~ perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggar-

- . an 199 / 1995 '
3+ Surat Keputusan Panitia Anggaran Dewan Perwa-
kilan Rakyas Daersh Kabupaten Daersh Tingkat

IT Pemalang Nomor 172.3/Pan.Angs/1994 tanggal

22 Desember 1954 tentang Nota Keuangan Peru -

bzahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .
Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tshun ~
Anggaran 1994 / 1995.
Mendengar .+ Pembicaraan délam Rapat Paripurna Dewan Perwakil
 an Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pe= -
malang tanggal 29 Desember 1994,

Dengan persefujuan Dewan Perwakilam Rakyat Dae -
~ rah Kawupaten Daerah Timgkat II Pemalang.

MEMUTEHE S KA.N .
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PE
PEMALANG TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN -
- PENDAPATAN DAN BELANJA DAFRAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PEMALANG TAHUN ANGGARAN 1994 /‘1995.

Menetaphan

Pasal 1 ¢ o « » (6)
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Pasal 1 ,
(1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1994 / 1995
" semula Rp. 21.004.219.000,0C diperkirakan bertamsah de =
‘ngan Rp. 5.152.245.000,00 sehingga menjadi
Rp. 26.1%.46L4.00C,00 |
(2) Rincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tqg
sebut diatas dimuat dalam Comrtoh A,IX/A Peraturan Daerah
ini. ’
v Pagsal 2
(1) Anggaram Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994 / 1995
Rp. 21,004,219,000,00 diperkirakan Lertambah dengan
Rp.  5.152.245.000,00 sehingga menjadi Rp. 26.156.46k4,000,00
dengan périncian sebagai berikut : ‘
a. Belanja Rutin sebelum
Perubahan « « o o « & Rp.v9-573-805.000,00
Bertambah . , . . . . Rp. 1.564.378,000,00

. Belanja Rutin setelah - :
- Perubahan . . . . . . Rp.11.138,183,000,00
- e Belanja Pembangunan sebelum
Perubahan . + + .« » « Rp.11.430,414,000,00
« Bertambah « « « + « « Rp. 3.587.867.000,00 —
Belanja Pembangunén setelah
Perubahan . « « « « « Rps15.018,281.000,00
(2) Rincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a
dan » tersebut diatas mésing-maéing dimuat dalam Contoh
4.IX/P Peraturan Daerah ini.

. Pasal 30.-.- (7)
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Pasal 3

Jumlah Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 sete
lah perubahan Rp. 26.156.46k4.000,00

P Pasal 4 ' »
(1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1954 /-
1995 |
) sebelum perubahan . . « . . Rp. -1.653,479,00C,80
- Bertambah « « « ss « « « « « Rp. 149,301, 000,00

Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan
Tahun Anggaran 1994 / 1995 setelah
perubahan « « o+ o o o o » « Rps 1.802.780,000,00

(2) Rincian pendapatan dimaksud ayét (1) tersebut diatas dimuat
dalam Contoh A.IX/R Peraturan Daerah ini.

Pasal 5 h ‘

(1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1994/1995
sebelum perubahan ., + + « « .Bp.  1.653.479,000,00 »
Bertambah o+ o o« « o« » o » &« Rp. 149,301,000, )0

Belanja Urusan Kas dan Perhitungan'Tahun
Anggaran 1994 / 1995 setelah
perubahan e 4 e * o o s o qu 1.802.780-000,00 )

(2) n‘oo."'c ¢ o o (8). —



http://idih. pemalangkab,go,id/

- 8-

(2) Rincian belanja dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas
dimuat dalam Contoh A.IX/R Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan -

setelah mendapat pengesshan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di Pemalang
Pada tanggal 29 Desember 1994

DEWAN PER%AKILAN_RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALa DAERAH TINGKAT IT
KABUPATEN DAERaH TINGKAT IT . ' PEMALANG
PEMALANG -
| Ketua,
CaP ttd CaP ttd
Drs. He LASWADI. Drs. H. SOEWARTONC.

| DIUNDANGEKAN
DALAM LEMBARAN - DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II PEMALANG
NO. : 1 TGL : 11 - 2 - 1995
~ SERI: D NO. ; 1
- SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II PEMALANG

ttd
~ Drs, MOELJONO.
Pembina Utama Muda
NIP., 50C €29 62:.
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' GUBERNUR' KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 903/140/1995 |

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT IT

PEMALANG NOMOR 8 TAHUN 1994 TENTANG ‘PENETAPAN PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT IT PEMALANG TAHUN ANGGARAN 1994/1995

_ GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Membaca  : Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang No =
mor 910/118/Ku tanggal 10 Januari 1995 périhal Per-
‘mohonan Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Dze-
rah Tingkat II Pemalang Nomor 8 Tahun 1994 tanggal
29 Desember 1994 tentang Penetapén Perubahan Angga®
an Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran -
1994 / 1995.

Menimbang : bahwgzgfrubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae
rah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Ang-
garan 1994/1995 tersebut diatas, untuk dapat dileak-
sangkan perlu péndapatkan pengeséhan sesual dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

N

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok -
- . pukok Pemerintahan di Daerah ‘
2. Undang=-undang Nomorb10 Tahun 1950 tentang Pemben-
tukan Daerah-daerah Propinsi Jawa Tengah ;

3%, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang -
Pengurusan, Pertanggungjawaban dam Pengawasan =--
Keuangan Daerah j

4, Peraturan . + « » +(2).
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'4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahnn_ﬂ975-tentané Cara Penyx
sunan hnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Pelaksanaan
Tada Usaha Keuangan Daerah dan Penywsunan Perhitungan Ang-
garan Pendapatan dan Belanja Daerah ; o

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang
Contoh=-Contoh Cara Pcnyusﬁnah anggaran Percapatan, Pelaksa
nagg Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penymwsunan Perhitungan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

6. Peraturan Mentéri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 199C tentang

g Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua darn Anggota Dewan -
Perwakilan Rakyat Daerah ; '

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang
Ketentuan Tunjangan Burna Bhakti Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah ;j 7

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 temgmal

5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan hnggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah ;

9. Keputﬁsan Menteri Dalam Negefi Nomor 900-699 tanggal 2 =
April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah 3

10, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-36C tanggal 28
Oktober 1991 tentang Program Pembinaan isnggaran Daerah -
dan Pengendalian Kré&dit anggaran ;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer 94 Tahun 1994 tang -
gal 15 Desember 1994 tentang Langkah Pertama Pensinkroni-
sasian Anggé;an Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Ang-

garan Pendapatan dan Belanja Negara

12. Keputusan + « « « . (3)
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12.

13

14,

15,

16,

17.

. - 3 = ' o :
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret -

1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keu -
angan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pehdapatan dan Belan -
ja Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April
1987 tentang Penégunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan inggar--
an Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata U- _
saha Keuangan Daerah ; o
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903- @56 tanggal 19 Januae:.
ri 1988 tentang Perubahan Penyusunan Pos 2.2.2. Kepala Daecrab
menjadi Pos 2,2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah s
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 93-057 tanggal 19 Janu-
ari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Agggarén ’
Pendapatan Daerah ;. ‘ ,

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 25. Juli
1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri No -
mor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susun
an Perubahan Anggaran Pendapatén dan Belanja Daerah 3
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 1990 tanggal 29
April 1950 tentang Perubahan Bentuk dan Susunan Pos 2.2.1 De-
wan Perwakilan Rakygt Daerah,

-

Memperhatikan : « . « « « o (W),
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Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalamxﬁegeri Nomor‘963/572/-
| PUOD tanggal 19 Pebruari 1994 tentang Pedo
man Penyusunan Anggaran Pendapatan Tahun -
Anggaran 1994 / 1995 |
2. Surat lenteri Dalam Negeri Nomor 050.12/ -
' 860/SJ tanggal 28 Pebruari 1994 perihal Pe
tunjuk Pelaksanaan Program Pembangwnan Dae
rati Tahun Anggaran 1994 / 1995 ;
3+ Surat Gubernur Kepala Daerah‘Tingkat I Jawa \,;
Tengah Nomor 903/009611 tanggal 12 Maret -
<1994 tentang Pedoman Penjusunan Anggaran -
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggar-
an 1994 / 1995
Xeputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah Nomor 903/432/1994 tanggal 26 -
Mei 1994 fentang Pengesahan Anggaran Penda-

&

‘patan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah

Tinékat II Pemalang Tahun Anggaran 1994 -

/ 1995

5« Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Pemalang Nomor 8 Tahun 1994 tanggal 29 De -~ >

sember 1994 tentang Penetapan Perubahan Ang -

géran,Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupa-
_— " ten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggar

an 1994 / 1995,

MEMUTUSKAN : .o o« o » (5)..
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. Menetapkan
PERTAMA

()

MEMUT USKAN

-

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupater. Daerah Ting =
kat II Pemalang Nomor 8 Tahun 1994 tanggal 29 Desem~ .

- ber 1994 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Penda-

patan dan Belanja baerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Pemalang Tahun anggaran 1994/1995 dengan ketentuan -
sebaga1 berikut :

1. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1994 /-
1995 semula sejumleh Rp. 21.004,219.000,00 diper-
kirakan bertambah dengan Rp. 5.152.é45.000,00 Se=-
hingga menjadi sebesar Rp. 26.156.464,000,00.

2. Anggaran Belanja Daerah Tahun'Anggaran(1994/1995
semula sebesar Rp. 21.004,219.000,00 diperkirakan
bertam! ah dengan Rp. 5,152.245,000,00 sehingga -
menjadi sebesar Rp. 26.156.464{000,00 dengan rin-
cian,sebagai berikut : \ |

‘a. Belanja Rutin sebelum ,
perubahan . ... + Rps  9.573.805.000,00 -
bertambah . + . . Rpe 1.564,378.000,00

Belanja Rutin setelah perubahan
Rp. 11.138, 183.000 00

b BelanJa Pembangunan sebelum
perubahan « . + « Rpe 11. 430,414,000, OO
bertambah , . . . Rp. 3.587.867.000,00

-

Belanja Pembangunan setelak
perubahan ® o o o RP. 15-018.281.000,%
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Jumlah Ahggaran Belanja Daerah setelah
Perubahan « o « o « « o Bpa  26,156,U464,000,00 -

3, Bagian Urusan Kas dan Perhltungan :

a. Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) Tahen Anggaran
1994/1995 semula seaumlah Rp. 1.653.479.009,00 diperkira -
kan bertambah dengan Rp, 149.301.000,00 sehingga menjadi
sebesar Rp. 1.802,780,000,00

"b. Belanja Urusen Kas dan Perhitungan (UKP) Tahun 4Anggaran -
1994/1995 semula sejumlah Rp. 1.653.479.000,00 diperkira -
kaﬁ bertambah dengan Rp. 149.301,000,06 éehingga menjadi -
sebesar Rp. 1.802,780.000,00
dengan rincian sebagai berikut :

1) Belanja Rutin sebelum’
perubahan « « « » » o « Rpe 1.653,479,000,00
bertamball . » » « » o« » JRp.  149,301.000,00

Belanja Rutin setelah.
perubahan « o « o o o » « » « Bpe 1.802.780,00C,00

' 2) Belanja Pembangunan
sebelum perubahan « . « Rp. -
bertambah . e a o » s @ Rpo -

Belanja Pembangunan setelah

perubahan...‘.....‘..- Rp. -

Jumlah Belanja Urusan Kas dan
Perhitungan setelah =
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ki Dengan demikian, maks Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Daerah'Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran - 7

0]

Qe

1994/1995 setelah perubshan adalah sejumlah Rp. 26,156, 464,00

dengan rinciar. sebagai berikut :
PENDAPATAN 3 ' ,
- Pendapatan . + o« + 4 o » o o Rpa  26,156,464,000,30 "

BELANJA ¢

-Rutin  Rp. 11,138,183.000,00
- Pembangunan Rp. . 15,018,281.000,00

Jumlah Belanja . « . . . Rp. 26,156.464,000;00

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan

Qe

b,

PENDAPATAN
« Pendapatan ., . ., . . .« Rp. -1.802.780.000,00

BELANJA

-R w t i n  Rp. 1.802.,780.000,00

- Pembangunan Rp. . -

Jumlah Belanja e & o o @ Rpo 1.802.780q00C,OC

s e 1 i 8 i h. . Rp N I H I L

50 Jumlah o« o+ o o o . . . (8).
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Jumlah keseluruhan Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belapjg/Daerah<Kabﬁpaten~Daerah Tingkat II
Pemalang Tahun Anggaran 1994/1995 termasuk Bagian .
Urusan Kas dan Perhiﬁungan‘adaléh'sejumlah

Rp.  27.959.24k.00C,0C

¢ PENDAPATAN,

1. Untuk Tehun anggaran selanjutnya Ayat 1.1.1;000

" Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang La
lu " agar dirinci antara lain Sisa Kas, Sisa UUDP
pada Bendaharawan dan Sisa Utang Piutang (UKP) -

dalam\Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah -

pada kolom keterangan, sesuai dengan Keputusan -

Menteri Dalam Negeri Nomor : 403 - (099 tanggal 2.
April Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Ke-

uangan Daerah.

Selanjutnya untuk Pendapatan Daerah lainnya yang

tercantum pada beberapa Ayat Pendapatan Daerah -
dalam Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah -

agar dirinci pula sesual dengan jenis pendapatan

" nya.

2s

Beberapa Pendapatan Daerah yang tercantum  dalam

Penjabaran Ayat 1,2.5.19C " Penerimaan Lain~lain",

antara lain :

- Penerimaan Dinas Pariwisata atas ijin permaine
an Anak-anak sebesar Rp. 70,000,930 agar dipin-
dahkan pada Pos 1.,2.4 " Pos Penerimaan dari -

Dinas-dinas " Ayat 1.2,4.147 " Dinas Pariwisa-
ta. ’
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dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah,

Sy . |
- Denda Perijinan oleh Pihak ke III sebesar.s_.z;_;'. e e
Rp. 1.145.634,0C agar dipindahken dalam Ayat 1.2,1.070
" Denda Pajak ". N :
- Hasil Penjualan Ternak Sapi sebesar Rp. 25.(8C.100,00 agar
dipindahkan dalam Ayat 1.2.4.146 " Penerimasn Dinas Pariwi

>

sata ", S ' S ;

Hal tersebut sesuai Keputusan Menterl Dalam Negeri Nomor 903
~ 057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk-
' ) :
Untuk Tahun Anggaran yang akan datang pelaksanaan IPAIR di =
Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang untuk'penerimaahnya di -
anggarkan pada Ayat 1.,2.2.,117 " Iuran Pelayanan Irigasi " . |

sedangkan Biaya pungutannya dibebankan dalam Belanja Rutin =

pada Pasal 2,2.4.1093 " Biaya Pungutan IPAIR ',

Kemudiam untuk Biaya Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Iriga .

‘el dibebankan dalam Belanja Pembangunan pada Sektor/Sub Sek-

tor/Program (2P.0.3.2), sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor : 46 Tahun 1994 tanggal 23 April 1994 tentang =

- Perencanaan, Penganggaran dan Penata Usahaan Iuran.Pelayanan

(

Irigasi.

Untuk Tahun Anggaran selanjutnya atas Hasil Penelitian Ang -
garan Pendapatan‘dan Belanja Daerah terhadap beberapa éatatan
yang tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daefah -
Tingkat>i Jawa Tengah tentamg Pengesahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ta =

hunganggaran berkenaan, supaya pelaksanaannya dibuatkan Peru
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Anggaran Pendapabdan dan Belanja Daerah, untuk disesuaikan sam .

bil menunggu penetapan Perubahan Anggaran Pendapataﬁ dan Belqg

S

ja Daerah Tahun Anggaran berkenaan dan dilaporkan kepada Guber
nur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Hal tersebut sesual dengan ketentuan dalam letum Keenam Kepu-
tusan Gubernur Kepala Daerah Tlngkat I Jawa Tergah tanggal 26
Mei 1994 Nomor : 903/45a/1994 tentang Pengesahan Anggaran Pen- . _
dapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang
Tahun Anggaran 1994 / 1965, . -8
Penerlmaan Penambahan Bagian Bagi Hasil dari Tingkat I,PKB/ =
BBNKB sesuai Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 13
Tahun 1994 tanggal 14 Desember 1994 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja.Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Ang-
gafan 1994/1995 yang belum dicantumkan daiamvPerubahan APBD -
Kabupafen»Daerah Tingkat II Pemalang Tahun ‘Anggaran 1994/1965

' supaya dicantumkan realisasinya dalam Penyusunan Perhitungan -

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Ting -
kat II Pemalang Tahun Anggaran 1994 / 1995, *

: Peraﬁuran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor :

8 Tahun 1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Perubahan APBD

Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1994/1995

yang tercantum dalam Pasal 5 tentang Urusan Kas dan Perhitung

an ( UKP ) sﬁpaya ditambah rincian Belanja Rutin dan Belanja~

Pembangunan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri  =- -
. X

Nomor ¢ o o e 6 o o (11)0
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Nomcr : 903 - 617 tanggalv25 Juli 1988 tentang Penyem-
purnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri NQmor : 903 ==
1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnéan Bentuk dan Su-

sunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KETIGA $ BELANJA RUTIN.

-1, Bantuan untuk Organisasi Sosial Kemasyarakatan sebg
‘ sar Rp. .5.000.000,00 yang tercantum dalam Anggaran-
Manajemen pada Pasal 2.14.1.ﬁd34 " Bantuan untuk Or
ganisasi Provesi " agar ﬂipindahkan kedalém Pagsal -

2.14,1135 " Bantuan untuk Organisasi Sosial .

2. Agar diindshkan maksud ketentuan Diktum Ketiga bu -

tir 4, &€ dan Diktum Keempat butir 5 huruf b, c bu -

tir 7, butir 8 Surat Keputusan Gubernur Kepala Daew
rah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 26 Mei 1994 Nomor
: 903/L432/1994 tentang Pengesahan APBD Kabupaten =~
Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Arggaran 199%/19955
Untuk Tahun Anggaran yang akan datang dalam ?enyem-
purnaan Perubahan APBD, apabila'sesuéi dengan ca =~

tatan pengesahan AFBD tidak mengaiami perubahan = -

e ( bertambah / berkurang ) maka dalam Kerangka Buku
APBD tidak perlu dicantumkéh; tetapi dalam Anggaran
Manajemen tetap dicamtumkan memenuhi ketentuan da -
lam Keputusan Guberrur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
- Tengah tentang Pengesakan A4 P B D,

Booavncoo‘oo(12')o
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~ 3. Dalam Penyusunan Perhitungan APBDHKabupafen Daerah
‘Tingkat IT Pemalang Tahun Anggaran 1994/1995, de - . .
‘ngan adanya Tambahan Tunjangan Perbaikan Penghasil

'an bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II =

yang besarnya 101% dari Gaji Pokok ditambah Tunjang. -

an Istri/Suami dan Tunjangan Anak, terhitung .mulai

bulan Januari 1995 supaya sudah dipérhitungkan da -

lam Perhitungan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Pe
malang Tahun Anggaran’1994/1995, sésuai dengan Su

raé Edaran Departemen Keuankan Republik Indonesia
tanggal 16 Desember 1994 Nomor.: SE - 168/A/521/
1294 Jo Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkgt I Jawa

" Tengah tanggal 20 Desember 1994 Nomor :  841/377L0 -

tentang Tﬁnjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pega -
wai Negeri Sipil Golongan I dan II serta Pensiunan

mulai bulan Jaruari 1995,

BELANJA PEMBANGUNAN,

1. Untuk Tahun Anggaran yang akan datang dalam Ang-

garan Manajemen Belanja Pembangunan uraian tam -

' béh/kurang supaya ditulis salah satu (bertambahe
saja atau berkurang).

2. Proyek Peningkatan Sarana Jalan dari Komponen -
Bantuan Dasar Inpres Dati II Kabupaten Daerah -

Tingkat II Pemalang dalam Anggaran Manajemen un

tuk pelaksanaan Sub-sub kegiatannya supaya dilquc

kapi dengan Nomor Ruas Jalan, antara lain :
- Pasal o e » s e (13)0
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- Pasal @00'6.1002.009' H
- Pasal 2P0006.1.02.O12.

Pasal 2P.0,18.1.01.019 " Proyek Penywsunan Perencana=

an Program dan tehnis, Supervisi dan Administrasi Ké;?_?ﬁg

bupaten Daerah Tingkat II Pemalang " sebesar 4

Rp. 44,729.000,00 supaya ditinjau kembali, karena se-
harusnya melekat pada masing-masing Pasal Proyek yang
digunakan untuk persiapan dan Administrasi Proyek de

ngan perwitungan sebagai bterikut :

- Proyek senilai O = 100 juta, biaya umumnya 7 %.
- Proyek senilai 100- 500 juta, biaya umumnya 5 %.

- Proyek senilai diatas 500 juta,biaya umumnya 4 %,

Pasal 2P,0,18.1.01,020 " Proyek Penilaian dan Penyu -
sunan Laporan Pérasamya'Purnakarya Nugraha Pelita V ,
Kabupaten Daerah Tingkat IT Pemalang " sebesar

Rp., 12.705.000,00 dimana penanggungjawabnya Inspekto-
rat Wilayash Kabupaten supayaugitunjuk Bagign Pemerin-

tahan Umum sebagai penanggurgjawab.

Hal tersebut sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor:
90%/572/PUCD tanggal 19 Pebruari 1994 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1994 / 1995.

KELIMA : Segera dilakukan Perubahan terhadap Keputusan Bupati Ke-
‘ pala Daerah Tingkat II Pemalang Némor : 910/7356/1994/KU
- tanggal 29 Desember 1994 tentang Penjabaran Kegiatan/Pe-
sal dan Proyek Perubahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat -
II Pemalang Tahun Anggaran 1994 / 1995,

sesuai . ¢« « o o (14,




~ KEENAM .

KETUJUH -

éesﬁai dengan.éatafan—catatan tersebut diatas

" dan dikirimksn kepada Gubernur Kepala Dsaerah .

‘Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Pemerlntah Nomor ~

Tingkat 1 Jawa Tengah scbagai. laporan semesti

hya >

Setelah menerima'Surat Keputusan Pengesahan -

y :Perubahan APBD ini, Kepala Daerah supaya sege

ra mengumumkannya dalam Lembaran Daerah sesuai

5 Tahun 1975 tgptaﬁg Pengurusan, Pertanggung-

jawaban dan Pengawaéan Keuangan Dezerah.

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

- dan berlaku surut sejak tanggal Penetapan Pe-

'rataran Daerah Kabupaten Daerah Tlngkat II Pe
malang Nomor : 8 Tahun 1994 tanggal 29 Desem-

ber 1994 tentang Penetapan Perubahan APBD Ka-
bupaten Daerah Tinfkat II Pemalang Tahun Ang-
garan 1994 / 1995, dengan catatan bahwa sema

jenis penerimaan dan pengeluaran hanya dapat-

dianggap sah apabila didasarkan pada Peratur-
an Perundang=-undangan yang berlaku. -

DITETAPKAN DI 2 & o o o o (15



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGEAT I

JAWA TENGAH

ttd

SOEWARDI, -

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth :

1., Badan PemeriksaiKeuangan Perwakilan Yogyakarta ‘di Yogyakar
ta s . . . v ,

2. Departemen Keuangan ( Ditjen Anggaran ) di Jakarta uj

3. Departemen Dalam.Negeri ( Ditjen PUOD U.P Direktur Keuang-
an Daerah di Jakarta ; )

L, Sekretaris Jendral Debartemen Dalam Negeri U.P Kepala Biro

.- Keuangan di Jakarta ;
5. Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
6. Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

'7.Semua..;.....~.(16).
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7., Semua Assisten Sekretaris Wilayah Wilayah Daerah Tingkat
- I Jawa Tengah ' :
8. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Pekalongan
di Pekalongan H 7
9. Ketua BAPPEDn Prop1n51 Daerah Tlngkat I Jawa Tengah di
Semarang ; : '
10.7ﬁépa1a Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Tengah di S em ar ang j
. Kepala_Blro Hukum Kantor Sekretarlat Wllaxah Daerah -
;;Tlngkat I Jawa Tengah dl Semarang

: 11

‘  5‘12; Xepala Blro Blﬁa Penyusunan Program, Kantor Sekretariat
' . wilaysh Daersh Tingkat I 'Jawa Tengah di.Buarang ;
§: ‘ v§f13.—3u@at1 Kepala Daefah Tlngkat II Pemalang di Pemalang 3
| : 14. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tlngkat IT Pemalang di
: APemalangiﬁ;" )
A '15. ‘Berkas Surat Keputusan.~‘d

¢

' 151, . sampai dengan 12 untuk d1ketahu1 3

‘} 13; —.i’%:;; dan ’ 14 guna dlindahkan. .




